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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara hukum.
 Sebagai konsekuensinya adalah pembangunan di bidang hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang berkembang, seperti negara Indonesia mempunyai tanggung jawab sosial dalam bidang perlindungan hukum perkawinan. 

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah apabila terjadi pembatalan perkawinan bagaimana akibat hukumnya menurut Ahmad Ajhar Basyir adalah: 

“Suatu perkawinan yang dibatalkan artinya adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah dan perkawinan yang dibatalkan oleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah, jadi perkawinan itu dianggap tidak pernah ada, karenanya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi”
 
Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh  menurut Amir Syarifuddin  “artinya merusakkan atau membatalkan” fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.
 Sementara itu hakikat perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan ikatan lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. 
Menurut hukum adat: 
“Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.”
  
Sedangkan menurut hukum Islam: 
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”


Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (untuk selanjutnya dipergunakan singkatan UU No. 1 Tahun 1974). Jadi pada prinsipnya segala yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu berlaku bagi semua macam perkawinan di Indonesia, sedangkan hukum Islam yang merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam, karenanya yang berkaitan dengan penegakan hukum Islam adalah bentuk kesadaran masyarakat muslim.  

Penelitian ini perlu dilakukan dikarenakan menyangkut keperluan hidup manusia dalam kehidupan berketurunan, hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam menurut Imam al-Syatibi, bahwa tujuan  hukum Islam adalah (maqashid al-syari’ah), dikenal dengan lima hal atau al-maqashid al-khamsah dan  di Indonesia hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum dari tiga sistem, dua sistem yang lainnya adalah hukum Adat dan hukum Barat. Perkembangan hukum Islam tidak lepas dari terdapatnya masyarakat muslim saat seseorang memeluk agama Islam otomatis hukum Islam berlaku padanya. Secara konstitusional Pasal 29 (1) dan (2) Undang-Undang 1945 merupakan pengakuan eksistensi hukum Islam di Indonesia menyebutkan sebagai berikut:
”(1)   Negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa 

  (2)  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Negara dan merupakan sila pertama dalam Pancasila
 Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjiwai sila-sila yang lainnya, dari susunan hirarki dan pyramidal Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis sila-sila dalam Pancasila.
 Salah satu aturan hukum Islam yang perlu diperhatikan adalah dalam bidang hukum perkawinan, khususnya adalah akibat hukum perkawinan yang dibatalkan atau pembatalan suatu perkawinan.
Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974  menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan. Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini, maka bagi orang yang melangsungkan perkawinan, ada dua aturan hukum yang harus dijadikan pedoman, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 pada satu sisi dan hukum Islam pada sisi lain, dengan demikian dalam hukum perkawinan, terdapat pluralisme atau keanekaragaman hukum. Setiap masyarakat di manapun di berbagai daerah memiliki aturan dan pola kebiasaan mengatur seksualitas, kelahiran dan mengasuh anaknya, Institusi yang melingkupi aturan dan pola kebiasan ini antara lain dapat melalui pernikahan atau perkawinan yang telah ada sepanjang peradaban manusia, misalnya dengan bentuk monogami, poligami, eksogami, endogami dan lain-lain.
Di tengah masyarakat dalam penyelenggaraan perkawinan adakalanya berbenturan dengan peraturan perkawinan. Misalnya penyelenggaraan perkawinan dibeberapa komunitas masyarakat yang tidak menghiraukan kehendak bebas calon mempelai, bahkan dalam banyak kasus, pihak laki-laki (calon suami) atau perempuan (calon istri) baru mengetahui dengan siapa dia akan dikawinkan pada saat perkawinan akan dilangsungkan. 
Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mempelai (tidak boleh ada paksaan). Dalam kenyataan sering pula terjadi kasus bahwa perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak calon mempelai, tetapi bertentangan dengan kehendak orang tua atau pihak keluarga, dari pria atau dari pihak keluarga wanita. Sebagai upaya untuk mengantisipasinya  maka, dalam hukum Islam dan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lembaga pembatalan perkawinan.
Berdasarkan Pasal 22  UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya ditentukan bahwa jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut “dapat dibatalkan”.“Dapat dibatalkan” berarti bisa batal atau bisa tidak batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Apakah yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan, UU No. 1 Tahun1974 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut secara rinci.

Batal menurut literatur dalam ilmu hukum dapat diartikan “batal demi hukum (batal mutlak)” dan “dapat dibatalkan”(relative nietig) dan prosedur di antara keduanya saling berbeda. Dapat dibatalkan prosedurnya harus dimohonkan kepada hakim,
 sedangkan batal mutlak dianggap sejak semula tidak terjadi perkawinan tersebut, dan hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan, meskipun tidak ada permintaan para pihak. Penggunaan istilah dapat dibatalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan sebagai relatif nietig sedangkan nietig mestinya batal demi hukum. Dengan demikian pembatalan perkawinan, berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.
 Pengertian  pembatalan perkawinan secara umum berarti dibatalkannya perkawinan tersebut karena diketahui ada syarat-syarat sahnya perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan dilangsungkan.

Ketidakjelasan pengertian pembatalan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentunya akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan akibat hukumnya seperti perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, tetapi telah memenuhi syarat menurut hukum Islam, terhadap perkawinan seperti ini dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan. Pembatalan perkawinan karena alasan seperti ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak perempuan (isteri), terutama jika pasangan suami istri tersebut telah mempunyai keturunan.
Permasalahan lain misalnya bagi pasangan yang beragama Islam, bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak memenuhi syarat formalitas berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga dapat dimintakan pembatalan oleh pihak keluarga (orang tua) istri, perkawinan tersebut tetap sah secara agama, tetapi menjadi perkawinan yang tidak tercatatkan menurut UU No. 1 tahun 1974 juncto peraturan pelaksanaanya. Dengan demikian apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat-syarat menurut syariat Islam, tetapi tidak  memenuhi syarat formalitas menurut undang-undang, kemudian dibatalkan oleh pihak pengadilan, maka berdasarkan syari’at Islam pembatalan perkawinan tersebut tidak mengikat bagi pasangan suami isteri secara hormat. Konsekuensi dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut tentu tidak akan menjamin kepastian hukum terhadap perkawinan, yang pada akhirnya dapat berakibat pada ketidakadilan.
Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum serta kepastian hukum jika terjadi pembatalan perkawinan di Indonesia, dengan demikian dari  penelitian ini bisa mendapatkan suatu pemecahan masalah mengenai akibat hukum  pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, sehingga dapat memberikan suatu pertimbangan untuk kebaikan dikemudian hari, hal ini diharapkan dapat memenuhi prinsip keadilan dalam hukum, bagaimana pemecahan terhadap permaslahan penelitian disebutkan di atas.
Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Yang dibatalkan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan“.
B. Identifikasi Masalah
Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kepastian hukum  perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
D.  Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum  perkawinan dan memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam akibat hukum dan kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan atau masukan pemikiran kepada penegak hukum pelaksanaan mengenai hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan dalam hukum perkawinan.
E.  
Kerangka Pemikiran

Pokok permasalahan penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif, baik dalam hal kesesuaiannya dengan asas-asas hukum yang berlaku umum dan cita hukum yang merupakan norma fundamental negara, maupun kesesuaiannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan atau sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya secara vertikal maupun secara horizontal, agar tidak menjadi suatu sistem norma yang tidak menimbulkan konflik norma.
 

Untuk memecahkan permasalahan penelitian yang pertama diaplikasikan teori akibat hukum dalam hukum Islam dan yang ada dalam teori hukum pada Undang-Undang tentang Perkawinan khususnya di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan di Indonesia, dipergunakan teori hukum Islam  yaitu, teori maslahah mursalah dan teori penaatan hukum yaitu suatu teori dalam hukum Islam untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kedua teori tersebut berdasarkan pada Al-quran surat An Nisa (4) Ayat 59 yang menyatakan dengan a’ti-Ullaha, wa’atiu-Rosulla, dan wa-Ulilamri mingkum.
 Bagi umat Islam wajib taat kepada Allah SWT dan  Rasullah Saw,  serta mengikuti peraturan yang dibuat negara, karenanya secara Konstitusional Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 membuktikan bahwa Indonesia adalah negara agama, dan salahsatunya adalah agama Islam.
Sedangkan untuk menganalisis permasalahan kedua digunakan teori kepastian hukum dari Hans Kelsen yaitu:

”Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif  Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”

Menurut Gustav Radbruch, menyebutkan hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 

“1. Asas kepastian hukum (rechtsherkeit). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. 

2. Asas keadilan hukum (gerechtigkeit). Asas ini meninjau dari sudut  filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 

3.  Asas kemanfaatan (Zweckmassigkeit).”

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah  kepastian hukum  dan kemanfaatan hukum.  Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”  yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht: 
“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, sedangkan akibat hukum terjadi karena adanya kepastian hukum, dan Indonesia sebagai negara hukum harus berpegang teguh pada asas kepastian hukum, namun tetap berdasarkan keadilan, ini disebut “kepastian hukum” yang adil.
 untuk  segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan seharusnya sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hukum itu merupakan suatu sistem, sistem hukum dalam pengertian sempit, berisi materi hukum yang diatur, sekurang-kurangnya harus memiliki kriteria sebagai berikut: (a) konkrit; (b) tidak bercorak pluralistik (keanekaragam); (c) jelas dan tidak multitafsir; (d) tidak saling bertentangan; serta (e) tidak bertentangan dengan norma fundamental negara. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan istilah “kepastian hukum.”

Menurut Sudikno: 
“Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”
 
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyebutkan: 
“Kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil.”

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan: 
“bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap wara negara.”

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, mengenai hal pencatatan perkawinan: Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah.
 Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. Hal ini berkaitan dengan peristiwa hukum seperti bagaimana status anak yang tetap berhubungan dengan orang tuanya. Peristiwa hukum adalah “semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum”.
  

           Akan tetapi, menurut pandangan yang dinyatakan oleh N.M. Kurkunov bahwa tidak semua hak terjadi harus diikuti oleh suatu kewajiban dan begitu pula sebaliknya: 
“Every right supposes, necessarly, a corresponding obligation. If the obligation does not exist, there will be only a permission and not a right. But an obligation may sometimes exist without a corresponding right. This happens when the interest which constitutes the subject-matter of the corresponding right arises subsequently to it or is temporarily suspended. Thus the obligation not to assail the right of an unborn child corresponds to no right, since the foetus is not yet a subject of right. The obligation is here created in expectation and by way of protection of the life of the infant to be born.”

Pernyataan N.M. Kurkunov tersebut di atas mengandung pengertian bahwa setiap hak harus diikuti suatu kewajiban. Bila tidak ada kewajiban, maka hak itu tidak ada, yang ada hanyalah suatu permohonan saja. Suatu kewajiban timbul tidak selalu diikuti dengan perolehan hak. Hal ini seberapa efisienkah peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan. Menurut teori kepastian hukum  untuk  memecahkan permasalahan yang kedua, apakah suatu perkawinan yang sakral dapat dilakukan hanya dengan dicatatkan saja pada kantor pencatatan sipil, dan bagaimana bisa suatu kantor pencatatan sipil dapat mencatatkan perkawinan tanpa adanya suatu upacara keagaman yang dianut masing-masing mempelai.  

          Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: 

“Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, social, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (bonum commune).”
 
Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh justitiabelen yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya jika:
“1. Memperoleh dukungan dari value sistem yang berlaku dalam  masyarakat. Hukum salah satu jenis norma dalam value sistem yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma social lain yang berlaku.
 2.  Hukum dalam pembentukannya ordenings subject atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasikan dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma yang berlaku. 
             3 Kesadaran hukum dari para justitiabelen. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang baru. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum, pejabat hukum harus insaf dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenanganya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (verbandsorde).”
 
Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian, beliau menyatakan sebagai berikut:  
“Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optima dalam masyarakat tempat ia hidup.”
  
Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.
  Dengan menggunakan teori keadilan  dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan yang dibatalkan.
Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti.
BAB II
NEGARA HUKUM, HUKUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, AKIBAT HUKUM PEMBATALAN  DAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN    

A.  Negara Hukum
Berbicara negara hukum tidak lepas dari konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) negara hukum: 
“Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 s.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.”

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.  Kedua,  pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang     mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi  yanga dilaksanakan  atas kehendak  rakyat.
 Pemikiran  Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara hukum.
Tiga istilah yang terkait dengan konsep negara hukum  yaitu  istilah  rechsstaat, the rule of law dan istilah negara hukum. Pemahaman terhadap ketiga istilah tersebut akan membantu dalam memahami konsepsi negara hukum pada umumnya dan konsep negara hukum Indonesia khususnya. Istilah negara hukum merupakan istilah yang khusus digunakan  di Indonesia, sebagian besar ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa istilah  negara hukum merupakan terjemahan dari istilah  Rechsstaat, walaupun ada  juga yang berpendapat bahwa ide yang terkandung dalam doktrin Rechstaat tidak persis sama dengan ide negara hukum versi Indonesia. Istilah “negara hukum” di Indonesia semula sebagai tejemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “rechstaat” 

Selain dikenal istilah rechsstaat, juga terdapat istilah the rule of law untuk mengartikan “negara hukum”. Menurut Muhammad Yamin. “Negara hukum” sebagai padanan kata rechsstaat atau  government of law. Demikian juga Notohamidjojo, menggunakan istilah negara hukum atau rechsstaat 
. Istilah  the rule  of law  untuk menyebut negara hukum”

Menurut D. Mutiaras:  

“Negara hukum adalah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rayat di jamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.”

Konsep negara hukum rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistic. Ciri individualistic itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep rechtsstaat menurut Philipus M.Hadjon: lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, sehingga sifatnya revolusioner.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undangan. Oleh karena itu secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Adapun ciri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut:
“1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
 2. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
 3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.”

Ciri-ciri rechtsstaat itu menunjukkan bahwa ide sentral rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan .Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cendrung bertindak mengekang kebebasaan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum.

Ciri-ciri rechtsstaat tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum.Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara   hukum, karena salah satu tujuan Negara  hukum  adalah  untuk  mencapai   keadilan.
 Pengertian  keadilan  yang dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (legal justice), tetapi juga keadilan sosial (sociale justice).

Menurut Azhary: 
“Dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), istilah  rechtsstaat  merupaka suatu  genus  begrip, sehingga    dalam kaitannya dengan UUD  1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah rechtsstaat sebagai genus begrib, sehingga dalam kaitannyadengan UUD 1945 adalah suatu pengertian khusus dari istilah rechtsstaat sebagai genus begrib.Studi tentang rechtsstaat sudah sering dilakukan oleh ahli hukum Indonesia,tetapi studi-studi mereka belum sepenuhnya dapat menentukan bahwa Indonesia tergolong  sebagai  Negara  hukum   dalam  pengertian  rechtstaat  atau  rule of law.”

Oemar Senoadji: 

“Bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki cirri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.Salah satu cirri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Ciri berikutnya dari Negara Hukum Indonesia menurut Oemar Senoadji ialah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antar agama dan Negara.Karena menurutnya,agama dan Negara berada dalam hubungan yang harmonis.”

Padmo Wahjono menelaah Negara hukum Pancasila dengan bertitik tolak dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945, yang diutamakan dalam asas  kekeluargaan  adalah  rakyat   banyak   dan   harkat  dan  martabat    manusia dihargai.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

B. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974. 
1. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. ‘Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (Mitsaaqoon  Gholiidhoon), sebagaimana firman Allah Ta’ala:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
 

Sehubungan dengan hal di atas, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. 

Allah SWT memerintahkan untuk kawin, dan seandainya mereka fakir pasti Allah SWT akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah, dalam firman-Nya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.”
 
Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk kawin, mereka anti membujang, serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. Ibnu Mas’ud radliyallahu ‘anhu  berkata: 
“Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka kawin daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan.”
 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan Sabdanya: 
“Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid fi sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang kawin karena ingin memelihara kehormatannya.”

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk kawin, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.Firman Allah Ta’ala:
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI adalah:

“Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Kemudian dalam perkawinan itu harus dicatat, sebagaimana disebutkan dalam KHI yaitu:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”

Pengertian perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “kawin”, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah yang sama dengan kata kawin yang lazim juga digunakan dalam bahasa Indonesia ialah “nikah”, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pernikahan”. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu perjanjian antar, laki-laki dan perempuan bersuami istri.

Dalam literatur ilmu hukum ada berbagai pengertian tentang perkawinan. Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip Wahyono Darmabrata, mengatakan: 
“Bahwa perkawinan adalah suatu perikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.
 
Sebagai bahan perbandingan, berikut ini definisi perkawinan  dari para ahli seperti meneurut Subekti: 
“Mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama” 

Ali Afandi, mendefinisikan: Perkawinan sebagai suatu persetujuan kekeluargaan.
 Soediman Kartohadiprodjo mendefinisikan: 
“Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi;
 
K. Wantjik Saleh, mendefinsikan: 
“Bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri;
 
Wahbah al-Zuhaily dalam buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, menyebutkan: 
“Bahwa perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan wathidan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik karena keturunan atau sepersusuan.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak hanya mementingkan aspek perdata (perikatannya), tetapi juga menyinggung aspek rohani, maupun aspek religius. 
2. Konsep Hukum Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan perkawinan, merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila definisi perkawinan di atas ditelaah, maka terdapat lima unsur di dalam perkawinan yaitu: 

“1. Adanya “Ikatan lahir bathin” mengandung arti bahwa dalam suatu perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi kedua-duanya secara bersinergi dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, yaitu suatu ikatan yang tidak tanpak (tidak nyata), yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi dalam pembentukan dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.
2.  Ikatan “perkawinan yang hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita”. Dengan demikian, undang-undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau anatara waria dengan waria termasuk LGBT. Unsur ini mengandung asas perkawinan monogami (seorang pria dengan seorang wanita)
3. “Sebagai suami istri” yakni, persekutuan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dalam ikatan perkawinan yang sah.

4. Tujuan perkawinan untuk “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”, dan melarang perkawinan yang sementara dalam perkawinan kontrak, mut’ah dll.

5. Berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yakni perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.”

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai hubungan individual anatar pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (istri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (lahir bathin) yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat pada kalimat terakhir Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “ dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1, disebutkan pula bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dengan menempatkan  Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.

Dalam Penjelesan Umum UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkaw
inan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Mengingat  tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mempersukar terjadinya perceraian, kecuali ada alasan-alasan tertentu serta harus dilaksanakan di hadapan (depan) sidang pengadilan.

Pasal 1 berikut penjelasan, serta Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan tujuan perkawinan adalah:
“1. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;
2. 
Membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal;
3. Membetuk keluarga (rumah tangga) yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
4.  Melanjutkan keturunan
5.  Sarana pengembangan kepribadian pasangan suami isteri; dan
6. Sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material.”
Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974, maka tujuan perkawinan dalam hukum Islam seperti disebutkan dalam Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma 
. Memperhatikan ketentuan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI, sebenarnya terlihat ada persamaan tentang penyebutan tujuan perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, hanya saja dalam KHI lebih menggambarkan bahwa rumah tangga (keluarga) yang bahagia adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan  rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang). Dengan demikian, tujuan utama dari perkawinan berdasarkan KHI adalah membentuk keluarga yang tenang lahir dan bathin, saling mencintai dan bathin, saling mencintai dan saling mengasihi dalam keluarga.
Menurut pandangan Imam Ghazali sebagaimana dikutip Moh. Idris Ramulyo bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, sebagai berikut:
“1.  Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
       2.  Memenuhi tuntutan hidup naluriah kemanusian.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan beusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.”

Selanjutnya M. Yunus, menyebutkan tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, 
 Sedangkan  menurut Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagi jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan pernannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
 Demikian pula menurut A. Rahman I. Doi, bahwa tujuan perkawinan yang paling besar adalah beribadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya berarti upacara ritual belaka, seperti hubungan kelamin suami istri melainkan pada hakekatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.

C.  Sahnya Perkawinan dan Akibat Hukum Perkawinan

1. Syarat Sahnya Perkawinan
Pasal 2 UU No.Tahun 1974 menentukan bahwa sahnya perkawinan adalah jika perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan orang-orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, serta harus pula dicatatkan. Dengan demikian, sahnya perkwinan tetap harus didasarkan pada hukum (ajaran agama), selain syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (menurut hukum negara).

Syarat perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu syarat material dan syarat formil. Selanjutnya syarat dapat dibedakan dua jenis, yaitu syarat material absolut dan syarat material yang relatif. Syarat material adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinannya, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara (prosedur) untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat materil absolut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang (calon pasangan suami istri) yang akan melangsungkan perkawinan, yang terdiri dari:

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai;’
2. Dalam hal calon mempelai belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada izin dari orang tua, atau izin dari salah satu orang tua, jika salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau diletakkan di bawah pengampunan, atau izin dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Izin dari pengadilan dalam daerah hukum tempat tingal orang yangakan melangsungkan perkawinan. Dalam hal adanya perbedaan pendapat dari orang-orang  yang tersebut pada angka 2 tersebut di atas;

4. Calon mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon memepelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Syarat materil relatif merupakan syarat yang tidak berlaku umum pada setiap pribadi seseorang (individu) yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi hanya melekat pada pribadi seorang tertentu yang dilarang kawin karena adanya larangan perkawinan bagi dirinya atau larangan bagi seorang untuk mengawini seseorang tertentu. Syarat materil relatif ini diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang: 
“ a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun  ke atas;
   b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara  saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
   c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
   d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara  susuan dan bibi/paman susuan;
   e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”
Syarat formil dalam perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan prosedur atau tata cara untuk melangsungkan perkawinan, yang harus dipenuhi para pihak sebelum perkawinan berlangsung. Syarat formil ini diatur secara khusus dalam PP No. 9 Tahun 1975, serta beberapa aturan pelaksanaan lainnya yang hanya berlaku karena status seseorang sebagai anggota dari suatu instansi tertentu, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 3 januari 1980. Nomor: Kep/01/I/1980. Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI, Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1981, Nomor: POL/HUKNIS/01/III/1981. Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota POLRI, serta Peraturan Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1982, Nomor: PER/001/JA/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut Mulyadi:

”Syarat-syarat formil dalam perkawinan terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya dan syarat-syarat formil yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu, pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan, penelitian syarat-syarat perkawinan, pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.”

Ali Afandi mengatakan bahwa maksud dari pengumuman untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu, karena dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi perkawinan lolos (luput) dari perhatian pegawai catatan sipil dan pengumuman tadi mempunyai maksud untuk berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.

Syarat formalitas ini sekaligus merupakan tata cara perkawinan yang harus ditempuh oleh para pihak yang berkepentingan sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan, yang meliputi tahap-tahap seperti yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 PP No, 9 Tahun 1975 peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

“1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu, karena sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
2. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya, yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan. Pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

3. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu. Pegawai Pecatat meneliti pula:

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974;

f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditujuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya angoota Angkatan Bersenjata; dan

h. Surat kuasa ontentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

4. Hasil penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud UU No. 1 Tahun 1974 dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

5. Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak adanya suatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemeberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suau tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

6. Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

a. Nama, unsur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan/atau suami mereka terdahulu; dan

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

7. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang melangsungkan perkawinan serta dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

8. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh memepelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan khusus bagi yang melangsungkan perkawinan meurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau mewakil-nya. Sejak penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”
UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi juga mengatur akibatnya termasuk dalam lapangan hukum keluarga, seperti: hubungan harta benda (kekayaan) antara suami isteri dalam perkawinan, kedudukan anak dalam keluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak) dan termasuk pula masalah perwalian. Seperti yang dikatakan Subekti, bahwa hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur hubungan-hubugan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri
.
Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, dan hubungan kekayaan antara suami istri termasuk di dalamnya. Hukum keluarga meliputi perkawinan dengan berbagai seginya, serta akibat yang timbul dari adanya perkawinan. Perkawinan tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka sendiri yang melangsungkan perkawinan ataupun hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kekeluargaan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum kekayaan, sehingga keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Dalam kehidupan rumah tangga hak suami isteri adalah seimbang, begitu juga dalam pergaulan hidup di masyarakat. Kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami isteri, selain membawa konsekuensi dalam pergaulan hidup di masyarakat, juga membawa konsekuensi dalam hukum keperdatan, di antaranya adalah pengaturan mengenai harta benda suami isteri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta bawaan maupun terhadap harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami isteri selam perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum. Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan  aturan-aturan yang berlaku. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut 3 (tiga) aspek penting yaitu:

“1.Timbulnya hubungan hukum antara suami dan isteri, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri.
Hak dan kewajiban antara suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU no. 1 Tahun 1974, yaitu:
a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

c. Masing-masing pihak (suami istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

d. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;

e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami istri bersama;

f. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

h. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

    2.Timbulnya hubungan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan, dan akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami isteri diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, yaitu :

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
c. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
d. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda.
e. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”
Memperhatikan isi Pasal 35 samapai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikatan bahwa, undang-undang ini mengatur 2 (dua) kelompok harta, yaitu harta bersama dan harta bawaan termasuk di dalamnya harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hadiah atau warisan. Mengenai luas batas harta bersama dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap yang termasuk harta bersama suami isteri adalah:

“a. Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan,  termasuk pengahasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri;
  b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.”

Pada dasarnya pengertian harta bawaan tidak diatur secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi dari pengertian secara harfiah, harta tersebut harus sudah dimiliki oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun  1974 tersebut tentunya hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tetapi apabila harta diterima sebelum perkawinan maka termasuk dalam pengertian harta bawaan. Untuk menentukan harta bawaan menjadi harta bersama, suami istri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang isinya menentukan bahwa:

“a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yangdisahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
b.   Perjanjian tersebut tidak akan disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ke tiga.”

Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975 sehingga belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lama yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan KUH Perdata.

Timbulnya hubungan hukum antara orang tua dengan anak, bahwa akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan  dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik, yang pengaturannya terhadap Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun hubungan hukum antara orang tua dan anak, sebagai berikut:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan kewajibaan ini berlaku terus walaupun perkawinan anatara kedua orang tua putus.

b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuanya, jika mereka memerlukan bantuannya.

d. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

e. Orang tua mewakilkan anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

f. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki.

g. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali dan walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
      2.  Akibat Hukum Perkawinan
Akibat hukum perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban seperti disebutkan dalam KHI adalah:

”Bagian Kesatu umum, suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain; (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pasal 78 (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama. Hak dan kewajiban sebagai suami isteri.  Bagian Kesatu Usuami Imum Pasal 77 (1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain; (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pasal 78 (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama”

D.  Akibat hukum pembatalan perkawinan dan kepastian hukum dalam hukum Islam dan UU Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pengertian Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula.
Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.
Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama agar perkawinan itu sah, dan harus dicatat, agar perkawinan diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum.
 Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 5 ayat (1) bahwa: ”agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) KHI bahwa; ”untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
 Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan (fasakh) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak (nasab) dan hak istri. Sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: 
”Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami istri.”
Secara umum, pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

E.  Akibat Hukum terhadap Anak

Pembatalan dari kata batal, menganggap tidak sah, atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: ”keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.
 

Ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: ”anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara  efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.

F. Akibat Hukum terhadap Istri

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. 
Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUHPerdata mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdata yang dibedakan menjadi: pertama, adanya itikad baik dari suami dan istri, kedua, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, ketiga, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. 
Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.
G.   Kepastian Hukum Pembatalan Perkawinan  

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam yang merupakan Syari’at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.
 Hal itu merupakan tujuan Hukum Islam yaitu kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.
 

Hukum Islam mengandung asas-asas hukum berasal dari sumber al-Qur’an dan Hadist yang dikembangkan oleh ijtihad atau akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas Hukum Islam banyak yang asas-asas yang berlaku khusus juga asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asasnya sendiri-sendiri. Asas-asas umum Hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan Hukum Islam seperti:

1. Asas Keadilan 

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang Hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah Swt. mengungkapkan di dalam al-Qur’an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat al-Qur’an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan di antaranya adalah:
“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”

2. Asas Kemanfaatan 

    Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbnagkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati lebih bermafaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman danda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari Al-Qur’an yaitu:

 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”
 
Kepastian hukum dalam Islam, hal itu bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur’an dan Hadist. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 15, Allah Swt berfirman:
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”


Selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 95 terdapat ketegasan Illahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”

Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif).

BAB III
METODE  PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan hal-hal penelitian sebagai berikut:
A. Spesifikasi  Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Moh. Nazir, adalah: 

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat dekripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”
 

Dalam Pedoman Penulisan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Bandung disebutkan: 

“Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data atau mendeskripsikan fenomena-fenomena hukum yang ada seteliti mungkin. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyangkut mengenai akibat hukum dan kepastian hukum perkawinan dalam hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.
B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan jenis penelitian kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 
Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti: Kompilasi Hukum Islam khususnya buku kesatu tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan mengenai hukum pembatalan Perkawinan di Indonesia. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku, , jurnal hukum, makalah, majalah dan informasi  dari berbagai website.
C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dipergunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu pendekatan dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pedoman Penulisan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Sekolah Tinggi Hukum Bandung menyebutkan:  

“Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, kemudian dicari dan ditemukan kesesuaian atau tidak kesesuaiannya.
 Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan juga dengan mempelajari sinkronisasi atau gradasi peraturan perundang-undangan berdasarkan teori stufenbau das recht, antara UUD dengan UU (sinkronisasi vertikal), antara UU yang satu dengan UU yang lain (sinkronisasi horizontal), dan antara UU dengan peraturan perundang-undangan yang gradasinya lebih rendah (sinkronisasi vertikal).”

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan sinkronisasi antara UU yang satu dengan UU yang lain (sinkronisasi horizontal), yaitu mengenai akibat hukum dan kepastian hukum pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. 

D.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik penelitian data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk  mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan cara studi dokumen (study of document), studi literatur (study of literature) wawancara (interview), kuesioner (questionnaire), pengamatan (observation),
 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur (study of literature) yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk menemukan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
E. Metode Analisa Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis secara kualitatif yang artinya data diukur secara tidak langsung untuk data deskriptif, sehingga penyajiannya tanpa menggunakan rumus-rumus statistik dan angka-angka serta daftar tabel. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:

”Analisis data secara yuridis-kualitatif, adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa harus menggunakan rumus matematika.”

BAB IV
AKIBAT  HUKUM  PERKAWINAN  YANG  DIBATALKAN  DALAM HUKUM  ISLAM  DAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  1974 TENTANG  PERKAWINAN  
A. Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
1. Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam
Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam adalah, dilihat dari segi tujuan perkawinan dalam hukum Islam seperti disebutkan dalam Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, (tenteram, cinta dan kasih sayang). Jadi tujuan utama dari perkawinan berdasarkan KHI adalah membentuk keluarga yang tenang lahir dan bathin, saling mencintai dan saling mengasihi dalam keluarga. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum seperti timbulnya hubungan hukum antara suami dan isteri, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri, timbulnya hubungan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan, dan akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami isteri, kemudian timbulnya hubungan hukum antara orang tua dengan anak, bahwa akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan  dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Sedangkan pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu hubungan suami istri sesudah dilangsungkan pernikahan. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula. 

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun jika perkawinan sudah berlangsung lama dan terjadi kekeliruan dalam perkawinan tersebut sedangkan sudah mempunyai anak maka, sesuai dengan Pasal 75 dan 76 KHI  anak-anak tetap menjadi anak yang “sah”, sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. 
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dapat terjadi karena adanya larangan perkawinan, artinya seseorang tidak dapat kawin jika terkena larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam KHI yaitu:
“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

“(1)   Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2)     Karena pertalian kerabat semenda:

 a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;

 b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

 c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya  hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;

 d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3)     Karena pertalian sesusuan:

                 a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

     b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;

 c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan  ke  bawah;

 d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Akibat hukum batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Dalam Pasal 75 yang menyebutkan bahwa, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, sedangkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.
2. Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam penjelasnnya ditentukan bahwa jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut “dapat dibatalkan”. Artinya  bisa batal atau bisa tidak batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Apakah yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan, UU No. 1 Tahun1974 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut secara rinci. Ketidakjelasan pengertian pembatalan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentunya akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum juga tidak adil, terhadap salah seorang pasangan. Misalnya perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, tetapi telah memenuhi syarat menurut hukum agama. Terhadap perkawinan seperti ini dapat saja dimintakan pembatalannya ke pengadilan. Pembatalan perkawinan karena alasan seperti ini tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak perempuan (istri), terutama jika pasangan suami istri tersebut telah bersenggama atau istri telah mengandung. Permasalahan lain misalnya bagi pasangan yang beragama Islam, bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan syariat agamanya, tetapi tidak memenuhi syarat formalitas berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga dapat dimintakan pembatalan oleh pihak keluarga (orang tua) istri, perkawinan tersebut tetap sah secara agama, tetapi menjadi perkawinanyang tidak tercatatkan menurut UU No. 1 tahun 1974 juncto peraturan pelaksanaanya.
Batal menurut literatur dalam ilmu hukum dapat diartikan “batal demi hukum (batal mutlak)” dan “dapat dibatalkan”(relative nietig) dan prosedur di antara keduanya saling berbeda. Dapat dibatalkan prosedurnya harus dimohonkan kepada hakim,
 sedangkan batal mutlak dianggap sejak semula tidak terjadi perkawinan tersebut, dan hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan, meskipun tidak ada permintaan para pihak. Penggunaan istilah dapat dibatalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan sebagai relatif nietig sedangkan nietig mestinya batal demi hukum. Dengan demikian pembatalan perkawinan, berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Akibat pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan sehingga berakhirlah hubungan antara suami istri. Berdasarkan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 KHI, ada tiga sebab putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2) hanya menentukan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dan keputusan tidak belaku surut terhadap:
“a.  anak-anak  yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

  b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap  harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

 c. orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b  sepanjang mereka memperoleh hak-hak deng itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Memperhatikan ketentuan tersebut, berarti setiap hubungan-hubungan hukum yang timbul akibat adanya batalnya perkawinan, menjadi tidak mengikat lagi bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, tetapi hubungan hukum antara anak-anak dengan orang tuanya tidak ikut dibatalkan, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hubungan hukum antara orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidaklah diatur secara khusus dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi berhubungan makna dari pembatalan perkawinan dapat dianalogikan sama dengan perceraian, yaitu untuk memutuskan hubungan perkawinan antara pasangan suami istri, maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian berlaku juga terhadap pembatalan perkawinan yaitu:

“a. Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasa anak-anak, maka Pengadilanlah yang memberikan keputusannya.
 b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, jika bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajibannya, maka pegadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Mencermati aturan yang dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ini, dapat dikatakan bahwa setiap anak-anak yang terlahir atau berada dalam kandungan ibunya sebelum pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap, berhak untuk mewarisi harta kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya juga berhak mewarisi atas harta anak-anak mereka, tanpa mempersoalkan apakah sebab batalnya perkawinan tersebut karen alasan tidak dipenuhinya rukun dan/atau syarat perkawinan menurut syari’at Islam ataupun batal karena tidak dipenuhinya syarat yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun suatu pembatalan itu pada asasnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh ada anggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi, terutama terhadap kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebagai contoh bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan sebelum perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah  Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 1995, terhadap sengketa yang berhubungan dengan masalah hak anak untuk mewarisi harta dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh Pengadilan.
B.   Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam   dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
1.   Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam   
 Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam  dan  Kepastian hukum dari Hans Kelsen, mengenai norma pada hakikatnya selaras dengan kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan di Indonesia yang bersumber pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal tersebut merupakan aplikasi dari keadilan dalam hukum perkawinan Islam mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh, dalam  Pasal 71 KHI mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 

“1.  Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
  2.  Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi   isteri pria lain yang hilang tidak diketahui beritanya;
  3.  Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
  4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan ssebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”
 

Selanjutnya, Pasal 72 KHI menentukan bahwa: 

“1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang  bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagi suami-istri, dan tidak menggunakan hanya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”

Persoalan kepastian hukum sampai sekarang masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum di indonesia. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, dan tidak jelas atau multitafsir. Selain itu juga disebabkan oleh adanya peraturan pelaksana dibawahnya yang merupakan produk kolonial masih berlaku di Indonesia yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. 

Berbicara tentang kepastian hukum, maka hal ini tidak dapat dilihat hanya dari aspek sosiologis, melainkan juga harus dianalisis secara normatif dengan cara menganalisis suatu produk perundang-undangan, baik dalam hal kesesuaiannya dengan asas-asas hukum yang berlaku umum dan cita hukum yang merupakan norma fundamental negara, maupun kesesuaiannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum secara normatif umumnya dilihat dari keberlakuan peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma yang tidak saling bertenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

“a. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

b. Kepastian dalam orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keraragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subjektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan seara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjukan ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitupula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.”

Kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.
 Kepastian menurut hukum Islam berpedoman  pada Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 15: 
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul” 
Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 95: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orangorang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa” 
Berkaitan dengan kepastian hukum pembatalaan perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia telah pasti ketentuannya diatur dalam Bab XI KHI. Materi rumusannya sama dengan rumusan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974, namun rumusan KHI secara jelas membedakan alasan pembatalan:
(1.) Pembatalan karena pelanggaran larangan, “batal demi hukum” Pasal 70.
(2.)  Pembatalan karena pelanggaran syarat,“dapat dibatalkan” Pasal 71.
Pembatalan perkawinan itu harus ada campur tangan kekuasaan Negara yaitu Pengadilan Agama untuk kepastian hukum dan ketertiban umum.
Jadi inti dari kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam, hukumnya adalah wajib. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran: 
“bahwa jangan camour adukan yang haq dan yang bathil” jika diketahui yang haq itu haq”

 Pembatalan perkawinan terjadi karena terjadi pelanggaran dalam perkawinannya, seperti perkawian dengan orang-orang yang dilarang untuk perkawinan. dalam menentukan suatu hukuman dalam hukum Islam melihat juga  unsur formil, normatif dan moral sebagai berikut: 
a. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau Nash) yaitu, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dimana suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan. Sedangkan unsur Formil dalam Syariat Islam lebih dikenal dengan istilah “Ar Ruknasy-Syar’i”

b.   Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil yang dalam Hukum pidana Islam disebut dengan “Ar-Rukun Almadi” yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt. 3. Unsur Moral, dalam syariat islam disebut “Ar-Rukun Al-Adabi” yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat yang mana pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.
2. Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.   
Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yaitu terdapat dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 25 UU No.1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum, karena batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. 
Pasal 28 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai atau terjadi setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya pasal 38 PP No.9 Tahun 1975 menentukan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Sebagaimana diatur Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No.9 Tahun 1975. 

Pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui putusan hakim di pengadilan, untuk menetapkan tidak sah-nya suatu perkawinan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Selain hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan Pasal 23 dan 24 UU No 1 Tahun 1974 juga mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
(1). Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
(2) Suami atau istri, artinya bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama;

(3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
(4) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri);
(5) Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan di putuskan. Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan pula barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar  masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 38 dan Pasal 44 undang-undang ini;
(6) Jaksa dapat memintakan pembatalan perkawinan yang sudah dilangsungkan, terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau tanpa dihadiri saksi (Pasal 26 ayat (1) UU NO.1 Tahun 1974).
Hukum sesungguhnya merupakan suatu sistem dan sebagai suatu sistem maka hukum harus memenuhi cirri-ciri sistem, sehingga dapat disebut sebagai suatu sistem hukum. Sistem hukum ini sendiri diartikan sebagai hukum yang teratur yang terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu: peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organiasasi, dan nilai-nilai. 
Adapun ciri-ciri suatu sistem sebagaimana pendapat Lili Rasjidi yaitu: “Sistem adalah suatu kompleksitas unsur-unsur yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). Sistem itu merupakan suatu struktur dari tatanan yang teratur dan tersusun secara tertata, sistematik, metodologis, dan kosisten; struktur dari tatanan tersebut merupakan suatu keseluruhan dan totalitas secara utuh dan terpadu yang terdiri atas beberapa unsur yang merupakan sub sistem dari sistem tadi; masing-masing unsur terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdependence of its parts)”

Unsur-unsur yang merupakan sub sistem tersebut, mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan fungsionalnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk antar unsur yang terdapat dalam satu sistem tersebut yang terikat satu sama lainnya, sehingga terbentuk dalam suatu eksitensi yang utuh dan terpadu; Keseluruhan unsur-unsur itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukanya (the whole determines the nature of its parts); 
Unsur-unsur yang merupakan sub sistem dari suatu sistem terebut disusun menurut stuktur, bentuk, pola atau rencana tertentu yang sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan sebagai hasil dari suatu pemikiran atau memang secara alamiah unsur-unsur itu tersebut; stuktur, bentuk, pola, atau rencana tertentu tersebut disusun berdasarkan pedoman-pedoman tertentu yang merupakan patokan dasar yang harus dimiliki oleh suatu sistem, sehingga tidak akan menimbulkan pertentangan atau tumpang tindih antar sub-sub sistem yang terdapat dalam suatu sistem; dalam hal tertentu, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berada di luar sostem untuk mengadakan penyesuaian seperlunya secara otomatik, sehingga tidak akan mengganggu keutuhan dan kepaduan eksitensi sistem tersebut;apa yang dilakukan atau dijalankan oleh sistem itu, berorientasi pada tujuan tertentu yang hendak dicapai, yang mana sebelumnya ditetapkan dahulu dan atas dasar itulah disusun rencana, pola, atau bentuk yang akan memberikan kemungkinan yang paling terbaik untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh suatu sistem.

Berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Lili Rasjid tersebut di atas, maka sebagai suatu sistem, hukum juga memenuhi ciri-ciri sistem ini dan untuk mengukur hukum sebagai suatu sistem, maka menurut Fuller, sebagaimana yang dikutip Satjipto Rahadjo, mengatakan: 
“Bahwa ini harus diletakan pada 8 (delapan) asas yang dinamakan principle of legality yang bukan hanya menjadi syarat keberadaan sistem hukum, melainkan juga memberikan pengkualifikasikan bagi sistem hukum sebagai satu kesatuan yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kedelapan asas tersebut, sebagai berikut:
a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yaitu tidak boleh mengandung keputusan-keputusan yang bersifatad hoc belaka;
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, karena tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku dan merusak integritas peraturan yang ditunjukkan pada waktu yang akan datang;
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
e. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
f. Peraturan-peraturan itu tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, karena menyebebkan seseorang akan kehilangan orienatsi;
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

R. Otje Salman mengemukakan pendapat H.L.A. Hart: 
“Bahwa dalam sistem hukum harus terdapat primery rules dan secondary rules. Primery rules lebih menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak dalam hal ini ditemukan pada seluruh bentuk hukum. Primery rules memiliki (berisi) aturan sosial (social rules) yang eksis apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Aspek eksternal, yaitu adanya suatu keteraturan perilaku dalam beberapa kelompok sosial, suatu hal yang umum dan banyak dijumpai dalam masyarakat, dan untuk terciptanya situasi atau kondisi demikian, diperlukan penyesuaian yang menitikberatkan pada perlunya tekanan sosial dengan memusatkan kepada perbuatan (mereka) yang menyimpang.

b. Aspek internal, maksudnya bahwa anggota (msyarakat) merasakan bahwa aturan yang hendaknya dipatuhi menyediakan alasan, baik untuk tekanan sosial dan reaksi yang kritis bagi perilaku yang tidak dapat menyesuaikan diri”

Kedua aspek (eksternal dan internal) ini harus ada dalam setiap peraturan, yang dapat dilihat atau memiliki sudut pandang masing-masing, berarti kewajiban adalah suatu jelmaan dari hal-hal yang bersifat internal, sedangkan perilaku yang sesuai adalah jelmaan dari aspek eksternal.

Secondary rule dijelaskan sebagai “aturan tentang aturan” (rules about rules), yang apabila dirinci meliputi:
(1) Rules of recognition, yaitu aturan yang menetapkan persisnya aturan yang dianggap sah;
(2) Rules of change, yaitu bagaimana dan oleh siapa peraturan dapat diubah; 
(3) Rules of adjudication, yaitu bagaimana dan oleh siapa peraturan dapat dibuatkan atau dipaksakan atau ditegakkan.
Dalam pandangan lain menurut Ronald Dworkin, sebagaimana dijelaskan R. Otje Salman, dikatakan bahwa suatu sistem hukum memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu: (1) unsur/bagian; (2) hubungan; (3) stuktur; dan (4) penyatuan. Elemen merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar dan apa yang buruk yang dibuat oleh hakim untuk menjustifikasi bahwa itulah elemen unsur teori hukum terbaik. Prinsip-prinsip itu dapat dipisahkan menjadi: (1) prinsip mengenai apa yang disebutnya dengan political morality dan political organization yang membenarkan pengaturan secara konstitusional; (2) prinsip yang membenarkan metoda (hakim) melakukan penafsiran menurut undang-undang; dan (3) prinsip tentang hak asasi manusia yang substansi untuk membenarkan isi dari (kebanyakan dari) keputusan pengadilan. Prinsip dan keputusan yang dibenarkan, membentuk bagian dari suatu keseluruhan stuktur. Bentuk demikian itu nampak sebagai suatu model (gambaran) piramida yang dipotong ujungnya dengan suatu prinsip pandang yang ada diatasnya (di puncak) dan banyak aturan individu pada dasarnya. Penyatuan (wholeness), disebut sebagai suatu kesatuan yang terus menerus harus dikembangkan dan dibenahi. hubungannya dengan masalah kepastian hukum, maka sebagai suatu sistem, substansi hukum yang satu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan dan kaedah-kaedah yang dirumuskan dalam aturan hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. 
Seperti masalah pembatalan perkawinan, yang berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahannya kalau semua persyaratan telah dipenuhi, ternyata kemudia hari setelah perkawinan dilangsungkan, ada hal-hal yang menyebabkan terhalangnya pencapaian maksud perkawinan, dapatkan perkawinan dibatalkan, sementara UU No.1 Tahun 1974 dan KHI tidak ada mengatur hal demikian secara tegas, sehingga tidak ada kepastian hukum.

UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur pembatalan perkawinan yang dilaksanakan melalui keputusan hakim, berarti suami istri tidak boleh membatalkan perkawinannya sendiri tanpa ada keputusan dari pengadilan.Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejah saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya Pasal 37 PP No.9 Tahun 1975, juga ditegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Alasannya harus dibatalkan oleh pengadilan adalah untuk menghindari pembatalan perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.

Melihat kedua aturan tersebut, berarti pembatalan perkawinan tidak berlaku jika hanya dilaksanakan oleh suami istri saja ataupun pihak lain diluar pengadilan, walaupun nyatanya perkawinan tersebut sebenarnya diharamkan menurut hukum agama. Menurut Sayyid Sabiq: 
“Jika kondisi penyebab pembatalan perkawinan sudah jelas, maka tidaklah perlu kepada putusan pengadilan, seperti terbukti bahwa antara suami istri masih saudara sesusu, maka kedua suami isteri wajib membatalkan perkawinannya dengan kemauan sendiri.”

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, termasuk juga perkawinan dengan wanita yang haram untuk dikawini, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah, berarti harus dibatalkan. Pembatalannya dapat dilakukan langsung oleh suami isteri tanpa harus menunggu keputusan pengadilan, jika suami istri telah membatalkannya, maka pengadilan cukup melakukan pengesahan pembatalan yang telah dilakukan oleh suami istri. Sebagaimana layaknya talaq yang dijatuhkan oleh suami tidak di hadapan pengadilan adalah sah menurut syar’i dan seharusnya pengadilan cukup mengesahkan talaq tersebut, tanpa harus mengulang kembali pernyataan talaq oleh suami di hadapan pengadilan. Karenanya ketentuan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasanya harus lebih ditegaskan lagi baik oleh peraturn pemerintah atau dengan Inpres yang lainnya.
BAB V

PENUTUP

A.  Simpulan

1. Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
a. Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam

Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam adalah, dilihat dari segi tujuan perkawinan dalam hukum Islam berdasarkan Al-quran yang diaplikasikan dalam Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, (tenteram, cinta dan kasih sayang). Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, namun batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.
b.  Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam Undang-Undang   Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat hukum perkawinan yang dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah setiap hubungan-hubungan hukum yang timbul akibat adanya batalnya perkawinan, menjadi tidak mengikat lagi bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, tetapi hubungan hukum antara anak-anak dengan orang tuanya tidak ikut dibatalkan, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hubungan hukum antara orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidaklah diatur secara khusus dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi berhubungan makna dari pembatalan perkawinan dapat dianalogikan sama dengan perceraian, yaitu untuk memutuskan hubungan perkawinan antara pasangan suami istri, maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian belaku juga terhadap pembatalan perkawinan.

2. Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam Undang-Undang   Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
a. Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam.
Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam hukum Islam di Indonesia adalah bersumber pada Inpres Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesiaselanjutnya disebut dengan (KHI) yaitu dalam  Pasal 71 KHI mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan.
b. Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.   

Kepastian hukum perkawinan yang dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yaitu terdapat dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 25 UU No.1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum, karena batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
B.  Saran
1.  Perlu oprasionalisasi dalam tatanan praktikal sehingga bermanfaat bagi prkatisi.
2. Hendaknya kepastian hukum mengenai batalnya perkawinan yang sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan di sosialisasikan di masyarakat.
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